
BUPATI BARITO SELA?AIT

PROVIilSI KALIMANTA}T TENGAII

PERATURAII BUPATI BARI?O SELATAIT

IIOMOR 6 TAHUII z9tg

?ENTANG

PERUBATIAI'I ATAS PERATURAIT BUPATI NOMOR 3? TAHUIT 2(}18 TEII?AITG
PETIJABARAN AIIGGARAN PEI{DAPATAII DAI{ BELIUYJA DAERAH

TAHT'N AIT(X}ARAIT 2AI9
DENGAIT RA}IMAT TI'IIAN YAI$G MAIIA ESA

BI'PATI BARITO SELATAN,

Menimbang : a. bahwa Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2A19, telah ditetapkan berdasa"rkan
Peraturan Bupati Barito Selatan Nornor 37 Tahun 2O1B tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dar Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2019;

b. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13O Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana
dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat
di Kelurahan daa melaksanakan ketenfuan Pasal 8 Peraturaa
Menteri Keuangan Nornor 187/PMK.az /2aft teatang tata cara
Penyaiuran Dana Alokasi Umum Tambahan ?ahun Anggaran
2019, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada
huruf a, perlu dilaia:kan penyesr.raian;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu rnenetapkan Peraturan Bupati
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Barito selatan
Nomor 37 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah ?ahun Anggaran 20trg;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 T*tun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor
Pembentukan Daerah Tingkat II

Tahun 1953 tentang
Kalimantan (Lembaran

3
di

Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang
{l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun1959 Nomor TZ,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1,BZO\;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OAg tentang pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Repubtik Indonesia
Tahun 2OA9 Nomor 13O, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5Oa9);
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3.Undang-UndangNomor2lTahunlgg7tentangBeaPerolehan
Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun LggT Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara

RepubliklndonesiaNomor36ss)sebagaimanatelahdiubah
denganUnd.ang-Und.angNomor20Tahun2000tentang
Perubahan Atas-Undang-undang Nomor 21 Tahun L997 tentang

Bea Perolehan Hak Atas tanah dan Bangunan lleqbaJan
NegaraRepublikIndonesiaTahun2000Nomorl30,Tambahan
LembaranNegaraRepubliklndonesiaNomor39SS);

4. Undang-undang Nomor 28 Tahun lgw tentang Ferryelengaraan

Negara yan; frersih dan Bebas dari Korupsi' Kolusi 
- 
dan

Nepotisme (iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

NomorTs,TambahanLembaranNegaraRepubliklndonesia
Nomor 3851);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuanqan Negara

(Lembaia. N"gi" Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 47,

Tamhhan l,ernfiran Negana Republik krdonesia Nomor a?ffi\;

6. Undang-undang Nomor 1 Tahr-rn 2w tentang Perben'daharaan Negara

(Lembarar, N"g?rr. Republik Indonesia Tahun 2ao4 Nomor 5,

Tarnhhan lfmbaran Negara Republiktrdonesia Nomor a355);

7. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2oo4 tentang Pemeriksaan
pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik tndonesL Tahun 2AO4 Nomor 66, Tambahan

I-embaran Negara Republik Indonesia Nomor W);
g. undang-undang Nomor 25 Tahun 2oo4 tentang sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia iahun 2AA4 Nomor lO4,Tambahan

LembaranNegaraRepubliklndonesiaNomoraa2l\;
g. und.ang-und.ang Nomor 33 Tahun 2aa4 tentang Perimbangan

Keuangan Antaia Pemerintah Fusat dan Pemerintahan Daerah

flrmbaran Negara Republik tedonesia Tahun m4 Nomor 126, Tambahan

L*Ur"rt, Nqara Republik Indonesia Nomor aa38);

10. undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan
Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2A06 Nomo? 85, Tambahan Lemabaran Negara Republik
Indonesia Nomor 465a\

1 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2ol4
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 20 15 tentang
Perubahan Kedua Atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2414
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Irrnbaran Negara

Republik krdonesia Nomor #79);
l2.Peraturan Pemerintah Nomor 1O9 Tahun 2OO0 tentang

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
(Lembaran Negara Republik krdonesia Tahrm 2W Nomor 21O, Tlambahan

kmbaran Negara Republik h:donesia Nomor aO28\;
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13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2AO4 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor gOTambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 44161 sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21
Tahun 2OO7 tentang Perubahan Ketiga atasPeraturan
pemerintah Nomor 24 Tahun 2AO4 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Ralryat Daerah (Lembaran Negara Republik
Ind.onesia Tahun 2OO7 Nomor 47, Tambatr,an Ifmbaran Nqara
Republik [rdonesia Nomor 47 12) ;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2OO5 tentang
pengelolaan Keuangan Badan Layanan umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan
fr*Ur"u, Negara Republik krdonesia Nomor 4ffi2) sebagaimana telah

diubah dengan trerahran Fsmerintah Nomor 74 Tiahr:n 2Al2 tentang

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan I{euangn Badan Layanaa Umum (trrnUranNegala
Republik hedonesia Tafnm 2Ot2 Nomor 171, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 53a0);

l5.Peraturan Pemerintah Nornor 55 Tahun 2OO5 tentang Dana
Perimbangan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5

Nomor 137, Tarnbkran kmbaran Nqara Republik krdonesia Nomor

a575);

l6.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2OO5 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4576) sebagairnana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2O1O tentang
Pembahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005
tentang Sistem Informasi Keuangan (Lembafan Negara Republik
Indonesia Tahun 2OlA Nomor 11O, Tarnhhan Lembaran Negara

Republik ktdonesia Nomor 5 1 55) ;

l7.Peraturan Pemerintah Nomor B Tahun 2AA6 tentang Pelaporal
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 20A6 Nomor 25, Tambahan Irrnbaran
Negara Republik krdonesia Nomor abl6);

l8.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2A1O tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 723, Tambahan Lembaran Negara Republik
IndonesiaNomor 5165);

lg.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2Ol2 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2a72
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272)';
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2A.perat.Ulran Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
pengelolaan Barang Milik Negara/ Dae_ra! (Lembaran N-egara

nepirUtit< Indonesia=Tahun 2ol4 Nomor 9, Tambahan Lembarafl

Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

2l.peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2oL7 tentang Hak

Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan

PerwakilanRakyatDaerah(LembaranNegaraRepublik
Indonesia Tahun 

-2ot7 
Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6057);

22.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar

Pelayanan Minimal (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahr-rn 2aI8

Nomlr 2,Tambahan r-*urott Negara Republik krdonesia Nomor 61781;

23.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oL8

Nomor 248, Tambahan- Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 627911'

24.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun zo:r9 Nomor 42, Tarnbahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6322\;

25.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah

beberapa i<at aiunah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 21 Tahun Zall tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 20A6 tentang

Ped"oman Pengeiolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2oll Nomor 31O);

26.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang
penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual
Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2OL3 Nomor U25);

2T.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2Ol5 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah {Berita Negara Repubiik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2A36) sebagaimala telah diubah
d,engan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor
80 Tahun 2015 tentang.Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2ol8 Nomor 157);

2S.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2Ot6 tentang
Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5a7);

2g.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2Al8 tentang
pedoman Penlrusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2ol9 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 7O1l;

30.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2A18
tentang Kegiatan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana
Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan(Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 139);
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3l.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 787 IPMK.O7l2O18 tentang
tatacara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun
Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 1832);

32.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 18 Tahun
2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2OO8
Nomor 18);

33.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun
2416 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito
Selatan Tahun 2A16 Nomor 3, Tambahan lembaran Daerah
Kabupaten Barito Selatan Nomor 2);

34.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 6 Tahun
2OI7 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Ralryat Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Barito Selatan Tahun 2Ol7 Nomor 6, Tarnbahan
Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 6);

35.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor l2Tahun
2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2Ol9 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan
Tahun 2018 Nomor 12,Tarnbahan Lembaran Daerah Kabupaten
Barito Selatan Nomor 12);

36.Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 37 Tahun 2Ol8 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun
2018 Nomor 38);

MEMUTUSKAN:

MenetapKan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI NOMOR 37 TAHUN 2018 TENTANG PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2Oi9.

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor
37 Tatrun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten
Barito Selatan Tahun 2Al8 Nomor 38) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal t huruf b angka 2 hurr-if a), huruf b) dan
huruf c) diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Perubahan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2Ol9 dengan
rincian sebagai berikut :

Pendapatan
1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

2. DanaPerimbangan
Rp. 90.559.767.693,00
Rp. 794.879.234.000,00
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Belanja
1. Belanja Tidak Langsung

a) Belanja pegawai
b) Belanja Subsidi
c) Belanja Hibah
d) Belanja Bantuan Sosial

g) Belanja Tidak Terduga
Jumlah Belanja Tidak tangsung

2. Belanja Langsung
a) Belanja pegawai

b) Belanja Barang dan Jasa
c) Belanja Modal
Jumlah Belanja Iangsr:ng

Jumlah Belanlt

*t pkt{&frsq
c. Pembiayaan

1. Penerimaan Pembiayaan
2. Pengeluaran Pembiayaan
Jumlo.It Pembiagaan Netto

3. Iain-lainpendapa.tanDaerahygSah Rp. 137.050.7g9 .4ljg,g2
Jumlah Fendapahn Rp. l.gv2.#g.7r,t.tilZ,g2

2.Ketent:uan Pasai 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
Tahun berkenaan Rp.

Ringkasan Perubahan Penjabaran
dalam Pasal 1 tercantum dalam
yang merupakan bagian tidak
Bupati ini.

e) Belanja Bagi Hasilkepda provinsi/Kab.
Kota dan Pemerintah Desa Rp.

f) Belanja Bantuan Keuangan Kepada
Provinsi/Desa dan partai potitik Rp.

Rp. 435.891.S%.ZTS,S2
Rp.
Rp.
Rp.

o,00
19.000.000.000,00

2.500.m.000,00

2.388.339.OO5,OO

149.111.879.400,00

1.000.000.o00,oo

ffi.891.775.180,00
Rp.
Rp.

Rp. 52.205.886.1U2,y
Rp. 211.949.2ffi.422,77
Rp. 229.WS.154.4BS,9S
Rp. 4E2.555.9W.011,OO

ry. {79.9ffi.957.@9,@)

Rp. 8O.960.981.039,O0
Rp. 1.000.0O0.0O0,O0

Rp. 79.960.987.039,00

o,oo

APBD sebagaimana dimaksud
Lampiran I dan Lampiran Ia
terpisahkan dari Peraturan

3. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Perubahan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 dirinci lebih ianjut dalam Lampiran II dan Lampiran IIa
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.
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4. Ketentuan Lampiran I dan Lampiran II diubah, sebagaimana
tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasel II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahlsn pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Barito Selatan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal V mei 2019

Diundangkan di Buntok
pada tangga-l 17 &1el 2019

PJ. SEKRETARIS DAERAII
KABUPATEIT 

FqRIrc 
SELJITAIY,

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2AI9 NOMOR 9
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